
LEMBARAN DAERAH 

■; KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,
Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka perlu mengatur dan 
menetapkan penyediaan tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat 
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 
terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

b. bahwa pengelolaan terminal dimaksud pada huruf 
a dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta ;

c. bahwa sehubungan demgan hal-hal sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu dan b, maka 
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Utara tentang Retribusi Terminal.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Rejpublik lndon€;sia Nomor 
3209).



2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ;;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4690);
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7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96,, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 10,, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3528);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nlomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
64);
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Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Buton Utara.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Utara.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Buton Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Buton Utara.

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah yang ditunjuk sebagai 
pemegang Kas Daerah.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

10.Peraturan Bupati atau Peraturan Bupati Buton Utara.
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24.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalani, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

25.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu 
Lintas Jalan.

26.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di 
Ruang Lalu Lintas Jalan.

27.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian 
Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

28.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian 
antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta 
api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau 
bandar udara.

29.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu 
Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, 
rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan 
pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan 
Jalan, serta fasilitas pendukung.

30.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

31.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel.

32.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

33. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran.

34.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan 
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 8



35.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu 
Lintas umum, yamg berada pada permukaan tanah, di atas 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 
serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

36.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatam, 
menaikkan dan nnenurunkan orang dan/atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan.

37.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum 
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

38.Parkir adalah keadiaan Kendaraan berhenti ataui tidak bergerak 
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

39.Berhenti adalah Ikeadaan Kendaraan tidak bergerak untuk 
sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

40.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang 
berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan 
yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 
petunjuk bagi Pengguna Jalan.

41.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan 
atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda 
yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, 
serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu 
Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

42.Alat Pembeiri Isyarat Lalu Lintas adlalah perangkat: elektronik yang 
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan 
isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau 
Kendaraan di persiimpangan atau pada ruas Jalan.

43.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan 
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping 
atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

44.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang 
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum.
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45.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang 
menggunakan jasa Perusalhaan Angkutan Umum.

46.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

47.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang 
tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan 
atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban 
manusia dan/atau kerugian harta benda.

48.Penumpang adalah orang yang beradai di Kendaraan selain 
Pengemudi dan awak Kendaraan.

49.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu 
Lintas Jalan.

50.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk 
berlalu lintas.

51.Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan 
untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan 
secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

52.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha 
dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas 
perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan 
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
Lalu Lintas.

53.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan 
dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut 
dalam berlalu lintas.

54 .Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama 
berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, 
dan/atau lingkungan.

55.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan 
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak 
dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
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56.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalalh suatu 
keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas 
dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

57.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan 
melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan 
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

58.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

59.Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untulk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu.

60.Retribusi Terminal, adalaih pungutan yang dikenakan kepada 
pemakai jasa fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah.

61.Mobil Bis Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai 
kendaraan umum.

62.Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaraan bermotor 
yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat 
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang 
dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.

63.Bis parkir dijalur panjang/jalur istirahat adalah bis antar kota 
yang sedang menunggu jam pemberangkatan.

64.Bis bermalam, adalah bis yang parkir dijalur istirahat mulai 
petang hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan pada 
keesokan harinya.
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65. Pengunjung;, adalah setiap orang yang memasuki areal terminal.

66.Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal 
dan dipergunakan untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Bupati.

67.Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan 
dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi.

68.Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk 
pemasangan reklame atau promosi;

69.Tempat Istirahat Kru, adalah tempat yang disediakan bagi awak 
bis (pengemudi, kernet, kondektur).

70. Peri.zinan, adalah pelayanan pemberian atau perpanjangan izin 
atas pemakaian fasilitas terminal.

71.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang.

72.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.

73.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atau jumlah retribusi Daerah yang telah 
ditetapkan.

74.Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya 
retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok 
retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan 
pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

75.Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan 
STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan 
batas waktu yang telah ditentukan.
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BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Atas pelayanan fasilitas Terminal dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Terminal.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan 

tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, 
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan 
terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan darii objek Retribusi se?bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak 
swasta.

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
dan atau pelayanan fasilitas terminal.

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 6
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian 

antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Ting;kat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah jumlah penggunaem jasa yang dijadikan dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.,
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(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir 
berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah..

(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah 
dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai 
rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk 
menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai 
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi 
Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pacla harga 
pasar.

Pasal 8

(1) T a rif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali.

(2) Peninjauan ta rif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan ta rif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat 
pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

BAB Vlii
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Bupati.

Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 1.2
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dlan atau 

barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;
1. Untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk 

sebesar Rp. 10.000.- perhari
2. Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk 

sebesar Rp. 10.000.- perhari

3. Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk 
sebesar Rp. 5.000.- perhari

4. Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebesar 
Rp. 5.000.- perhari

5. Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek (Taksi dan 
Angguna) setiap masuk sebesar Rp. 5.000.- perhari

Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2.011 15



6. Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap kali 
masuk Sub Terminal:

Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebeisar Rp,. 2.000,-
2 (dua) kali/hari dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer 
sebesar Rp. 5.000.- dengan ketentuan bahwa setiap 
perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan 
hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.

b. Tempat Parkir:

1. Sepeda sebesar Rp. 500.-

2. Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,-

3. Mobil Pribadi sebesar Rp. 2.000,-

4. Mobil Pick Up/Bis Mini sebesar Rp. 3.000.-

5. E3is Parkir di jalur panjang/jalur istirahat sebesar Rp. 4.000.-

6. Bis bermalam sebesar Rp. 5.000,-

c. Sarana Kebersihan Umum:

Kamar mandi atau WC sebesar Rp. 1.000,-

d. Tempat Reklame:

Penggunaan tempat reklame di terminal Penumpang sebesar 
Rp.10.000.- per mester persegi setiap bulan.

e. Perizinan:

Pemakaian kios atau fasilitas terminal lainnya Rp. 30.000,- 
pertahun

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 1.3
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dlokumen 

lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat. (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan ;
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(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari 
Retribusi yang terutang yang ticlak atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD ;

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) didahului dengan surat teguran ;

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati.

BAB X 

PENAGIHAN 

Pasal 14

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dilakukan dengan menggunakan STRD ;

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan suratte^i-ran ;

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatani/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang;

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejeniis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

(6) Tata cara pembayaran dan penerbitan surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
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(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputuisan, keberatan 
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling 
lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SiKPDLB atau SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan 
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 
langsung maupun tidak; langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagainnana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
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(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung' sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang ticlak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piiutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengari Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yangdiperilksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XV

PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah dan Retribusi;
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• KETENTUAN PIDANA 
Pasal 23

Wajfb Rstribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidane kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kail jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar,

BAB.KVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a 
pada tangga! 12 Agustus 2011

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH
Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 22 Agustus 2011



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG 

RETRIBUSI TERMINAL 

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Perubahan retribusi teirminal sesungguhnya 

diupayakan untuk mengarah pada keseimbangan antara 

kebutuhan biaya dengan penerimaan dari pendapatan 

daerah asli khususnya dari sektor retribusi, Tentang 

perubahan tersebut tidak dilakukan sescara menyeluruh tetapi 

ditujukan pada hal-hal yang lebih relevan dan disesuaikan 

dengan kondisi perekonomian saat ini. Obyek retribusi 

terminal yang mengalami perubahan adalah pelayanan 

fasilitas tempat, parkir, kios dan sarana kebersihan umum, 

dengan perubahan tersebut pelayanan kepada masyarakat 

cJapat ditingkatkan, sehingga hal tersebut dapat menunjang 

kelangsungan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 

pengguna jasa terminal.
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan 
pendapatan asli Daerah khususnya dari Retribusi Terminal 
dapat meningkat yang pada akhirnya dapat menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a s/d huruf f :  Cukup jelas.

Pasal 3 huruf g : - Yang dimaksud ruang tunggu penumpang 
dan pengunjung adalah ruang/lokasi dalam lingkungan 
Terminal yang dapat dimanfaatkan oleh pengujung baik 
ssebagai penumpang, pengantar atau yang lain ;

Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, nnaka wajar bagi 
yang menikmati/ memanfaatkan fasilitas ruang tunggu 
penumpang dan pengunjung yang merupakan salah satu 
fasilitas Terminal dikenakan retribusi.

Pasal 3 huruf h
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jeilas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
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